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PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
OKU AGRO MANDIRI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU, /

Menimbang : a. kahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu /
mempuayai  potensi  pangembangan Usaha
Pertanian Tanaman Paagar, Perkebunan,
Kehutanan perikanan dan petemakan yang
perlu dike ola dan dimanfaakan secara optimal
urtuk meningkatkan kesejahleraan
masyarakat ;

b. bahwa sehubungan maksud huru® a, dan
sesuai dengan prinsip Otcromi Daerah, maka
Pernerintalr  Kahupaten memandang  zerlu
mendirikan suaty Badan Usaha Milik Daerah -
berupa Perusahaan Daerah OKU  Agro
hiandiri ; ) ¥ P



Mengingat

. bahbwa  untuk maksud huref 5 dan b tersebut,

perly ditetaplcan dengan  Peraturan Daetah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

. Undang — wundang Momor 23 tahun 1558

ienlang Penbentukan Daerah Tingkat | dan
Kotapraja di Surmatera Selatan  (Larnbaran
Megara Tahan 1958 Nemcr /3, Tambahan
Lembaran Megara Noemaor 18210 ;

. Undang — undang Momer & tahun 1882 tentang

Perusahaan Dasrah {Lembaran Megara Tahun
1962 Mamar 10, Tambahian Lembaran Megara
Marmor 2387) ;

. Undang — undang Momor 22 tahun 1298

tentang Pemerintatan  Daerah  (Lemoaran
“egara Tahun 1989 Mormor 60, Tambahan
Lembaran Megara Nomo- 3839)

. Pergturan Marnteri Dalam Megei Momor 1

Tahun 1984 lentang Tata Cara Permbinaan dan
Fengawasan Ferusahaan Daerah di
Lingkungan Pemarintah Dasrah ;

. Kepulusan Menteri Dalam Megen Nomor 5533

BSE tanggal 7 Oktober 1981 fentang Petunjuk
Felaksanaan Pergangkatan dan
Femberhentian Anggota Dreksi  dan Badan
Fengawas Porusahaan Daerah




as

6. Peraturan Daerah Kabupaten Qgan Komering
Ulu Namor 2 Tshun 2002 tentarg BGentuk
Produk — zredak Hukum Caerah Kabupaten
Qgan Komering Ulu { Lemoaran Daerah (anun
2002 Norror 7 Seri F )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk —
preduk  Hukum  Daerah  Kabupater  Ogan
Komering Ulu  ( Lembaran Dacrah Tahun
2002 Nomor & Sari E .

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :
Menetapkat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN

KOWMERING ULU TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH OKU AGRO

MANDIRI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan 3aerah ini yang dimaksud dengan :



|

- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Uy -

. Pemerinlah Kabupalen adaiah Pemer ntal Kabupaten Ogan

komering Uly

. Bupati sdalah Supati Ogan Komering Ulu ;

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Dasrah Kabupalen Ogan

Komerirg Ul :

Anggaran Pendapatan dan Gelanja Daersh adalah Anggaran
Pardapatan dan Belanja Das-ah Kabupaten Dgan Komering
Ulu ;

. Perusahsan Dasrah QKU Agro Mardis yang sclanjuthys

disebul Perusahaan adafalh Badan Usahe Milk Daerar
Kabupaten Ogan Komering Ul sebagaimara diatar dafam
Undang — undang Momaor 8 Tahun 1962, dimara selurah
mcdalnya berasal dar kekayaan Pemerintah Kabupatzn vang
dipizankan ;

Pernbinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi
Perusahaan o sidang  oercncanaan, felaksanazan dan
pengeadaliar  dengan ma<sud  agar  Perusahaan dapar
mzlaksanakan lugas dan fungeinya secara berdaya guna dan
rerhasil guna serta dapat berkembang dengan baik -

Mengawasan  adalkb  seunk proses kagiatan penilgian
terhadap Perieahaan  dengan tuuan apar Perusabaan
me'aksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan barhasil
mencapai tujuan yang lelah difetapkan ;



W

9. Pernerksaan adalah kegiatan untuk merilai Parusahazn
dengan cara membancingkan antara  «2adaan  yang
seaenarnya cengan keadaan yany seharusnya dilakukan. baik
dalam bidang keuangan maupun dalam  hidang  leknik
uperasional

10.Pengurusan adalah kegiatan pengelolzan Perusahaan dalam
upaya mecapai tujuan  Perusahzan sebagai badan usaha.
sesual dengan -kebijakan pengembangan  usaha  yang
ditatap<an oleh Bupati ;

11. Jireksi adalah organ Porusahaan yang bertanggang jawab
alas kepengurusan Perusahazan untuk kepentingan dan tujuan
Perusahaan serta mewakili Perusanaar baik di dalam maupun
di luar Pengadilan :

12.Cewan Pengawas adalah organ Perusahazn yang hartugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat Kepada
Cieksi  dalam  menjalan<an  kegiatan  kepengurusan
Perusahaan :

13. Acribisnis adalah kegiatan usaira dalam bidarg pertanian,
mulai dari sub sistem sarana, orasarana dan prodoksi,
oudidaya sampai dengan panen, pargo ahan dan pemasaran
hasil pertaria~ ;

14. Agro Industr. adalah suatu kagiatan Industri dib dang pertanian
yang merugakan rangkuman Kegiatan pengolahan has|
peranian yarg kertujuan urtuk memperpanjarg daya sirmpan
dan atau -neringkatkan nilai tamoah.



BAE Il
FEMDIRIAM PERUSAHAAN
Pasal 2

Cengan Feraturan Daarah ini didirikans Prrisahaan Dacran QKL
Aaro Mandin.

EBAE Il
ANGEARAN DASAFR. PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah sebagamana dimaksud dalam Masal 2
adalah Badan Usaha Milik Dasrah yang diberi tugas can
wewanang untuk menyefengnarakan usaha Agri bisnis can
Agro Industr dan usaha — usaha lain yang menunjang uszha
pokok,

{2} Perusahzan malakukan usaha — usahs berdasarkan
ketentuan — ketenivan dalam Peraturan Daerah ini dan
Peraluran Perundang - udangan lainmyea yang herlaku.

03} Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Cagrah
ini, terthadap Perusahaan berlaku Hokum Indonesia.



Bagian kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Yaktu
Fazal 4

Perusahaan serkedudukan dan bekantar pusat di Baturaja dan
dapai membentuk anak Hardsahaan di tempat —tempal lain .

Pasal &

Perusahaan didirian untuk jangka waktu yang ticak ditentukar:,

Bagian ketiga
Sifat dan Tujuan
Pasal &

(1) STal usaha dari Peruzshaan adalah menyalenggarakan bagi
kemnanfagtan umum dan sekaligus memupuk keantungan
berdasarkan prnsip pengelolaan Perusahaan

(21 Tajuan Perusahaan adalah turut serta dalam membangLn
dacrah khususnya membangun serekonomian 1akyat dalam
rangka pelaksanasn program  pemaangunan nasional  di
bidang Pertanian Lnumnya.

Bagian Keempat
Lapangan Usaha
Pasal T

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayat (2. Penizahaan menyelenggaiakan kegislan usaha-usaha
agrbisnis dan agre ndusir seria usaha lannya yang dapat
menunjang tercapainya tujuan Perusahsan.



Pasal #

Untus mendukung pembiayaan kegiatan daam rangks mencapai
tujuan Perusahaan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal G ayat
(2, dengan parsetujuan Bupati Perusahaan dapat

a. mrelakukan kerjasama usaha atau satungan (joint venture)
dengan oadan usaha ain;

b, mrembentuk anak Perusahaan;

G melakukan penyvartaan modal dalam badan uzaha lain

Bagian Kalima
Modal dan Pembiayaan
Paszal 8

(1) Waodal Perusahaan maiupakan kekavaan Dasrah kabupatan
vano dipisahkan dari Anggarat Pendapatan dan Belanja
Naerah dan lidak terbagi atas saham — saham.

2y Gasarmya Modal Awal Perugahaan adalah sebesar Rp.
S.000.CO0.000.- { lima milyar n.piah .

{2} Untuk petama kalinya pada saat Peraturan Dasrah ini mulai
berlaky  Femerintah kanupaten  telah mamisahkar
kekayaanmya untuk Mocal Awal Peusahaan sebesar Ep.
3.000.000.0C0.- {tiga milyar rupiah).

Fazal 10

(13 Satiap panambaban dan perguiangan  penveitaan WModal
Dazrah Kabupaien  dalam Perusahaan sebaga mana
dimaksud Fasal o avat () ditctapkan dengan Peraturan
Casrah.



) J-’engurangﬁn penyeraan  Modal  Daerah  sebagaimana
dimaksud ayat (1), lidak boleh Tetugikan kepentingan Pihak
Keliga.

Fasal 11

011 Peruzalaan  ini bdak frengadakan cadangan diam atau
cadangan rahasia,

(2} Sermua alatalat lkuid yang tidak segera diperiukan aleh
Ferusahaan disimpan dalam Bank sesuai dengan keleptuan
peraiuran perundang-uncangan yang berakuy.

Bagian Keenam
FPamhinaan
Pazal12

(11 Pembinaan  dan  pelaksansan oembinaan  sehari-har
Farusahaan dilakukan olzh Bugat.

{2} Pembinaan Perisahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
i1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan
Lisaha.

i) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah galam
mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kcbijahkan
investasi, pembiayaan usaha, sumoer pambiayaanys,
pengyunaan hasil gsahz Perusahaan maupun  kekijakan
pengzmbangan uzaka lainnya
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(4] Pembinaan sehari-han sebagaimana cimaksud dalam ayal
{11 dilakukan deqgar memherikan pecoman bagi Direksi dan
Mewan Fengswas dalam menjalankan kegiatas operasiona
Peruzahaan.

{5} Pedoman sebagaimana dimaksud calam ayat (4] disusun
berdasakan kebijakan pengambangan Jsahs sebagaimana
dimaksud da'am aya: (2],

5] Dalam rangka memanlapkan pembinaan dan pengawasan
Perusanaan, Bupati sewak:u-waklu apahila diperlukan dapat
rmerninta keterangan dari Direksi dan Dawan Hengawas.

Fasal 13

Bupat tidsk bertanggung jawab atas segala akibal perbuatan
hukurm vang dila<ukan Porusahaan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian Peniszahaan dan tidak beranggung jawab atas
kerugian Perugahaan melebihi nilai kekayaan Ca=zizh yang telan
dipisalkan ko dalare Perusabaan, kecuali apabila

a Bupati bak langsung maupun tidsk langsang cengan itikad
auruk  memanfaatkan  Perugahaan  semrata-mata  untuk
gapentingan pribadi |

b. Hupati teribat dalam perbuatan reelasan  hukom yang
ditakuksn Perusahaan ; atau

c. Bupati langsung maupun tidak langsung secara melawan
hukum rrenggunakan kekayasn Perusahaan.



Bagian Ketujuh
Direksi
Pagal 14

i1) Kepengurusan Perusahzan dilakukan oleh Direksi.

i2) Jumlah anggota Lireksi paling banyak 3 itiga) orang dan
secrang diantaranya diangkat scbagai Cirektur Utama dan
wand lzinwya sehagal Dirskiur.

3t Penambahan  jumlah  anggota  Dircksl  melebini - jumlah
sebagaimana dimaksud dalam awat (21 dilakukan dengan
aersetujuan Bupali.

Fasal 15

{1y ¥ang dapat diangkat menjadi anggata Dreksi adaah orang
PErOrENgan yay .

a. memenuhi kritcria  keahliar,  integritas, kKepeamimginan,
pangalaman dan berkelskuan hak sarfa rmemiliki dedikasi
untuk  mengermbangkan  usaha  guna kemajuan
FPoruzohaan ;

b. mampu melkaksanakan perbuatan hukum dan lidak pernah
dinyatakan pailil atau tidak pernah menadi anggota
Cireksi. Komisars atau Dewan Mengawas yang dinyatiakan
bersalah menyebahkan suatu Perseroan alad Perusshazn
Craeran dinyatakan palit.

{71 Dizarpng kriteria sebageimana dimaksud ayvat {1}, harus oula
mehenuhi syaral-syaral sebagal berikut
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a. Warga Megara [ndonesia ;
b. bortaguwa kepada Tuban Yang Mana kesa |

v, selia ran tadr kepada Pancasila dan Undang-undang
Nazar 1945 ;

d. setia dan taat kepada Megara, Permerintab dan Pemerintah
Kabupaten :

e. tidak pemah terliba: baik langsung maupun tidsk langs.ang
dalam setiap kegialan yang henghianati Magara Kesat.an
Hopiblk Indonesia yang berdasarkan Paacasila dan
Undang Undang Dasar 1945,

. mempunyai raza pengabdian lerhadap Musa dan Bangsa,
tarutama terhadap Pemerintah Kahupaten

g. tidak dicabst hak piinya berdasackan Keputusar
Pangadilan yang mempunyai kakuatan pasti ;

h. sehal jasmani dan rohani ;

i, bertfermoat tirggal di tempat kedudukan Zerusahaan.

Pasal 16

Antara atpggcta Direksi dilarang memiliki hubuigan keiuanga
sampai cerajat kotiga balk menurat garis lrus maupur gans
kesarnoing.  temrasus qubungan yang  timbul karena
pearkawinan.
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i2} Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaks.d dalam ayat
i1y lerjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi lesabat
harus mengajukan permehonar kepada Bupati untuk dapat
melanjutkan jabatannya.

(31 Permohonan kesada Bupati sebagaimana dimaksud daiam
ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
bulan sejak terjad nya hubungan kerja.

(4] Anggota Dircksi sebagaimana  dimaksud dalam ayatl (2],
dapal melanjutkan  jabatannya sampeai  dikeluadkannya
Keoputuzan Bupali bagi anggota Dirskel terseoul mengenai
dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.

i5) Keputusan Bupadi sebagaimana dimaksad dalam ayat (4]
diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (duz) bulan
terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksad dalam
ayal (2) diajukan

(6] Dalam hal Keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka
wakm  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (3, Bupall
dianggap memberisan  keputusan bahwa angoota  Direksi
dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 17
Angoata Dircksi dilarang menmanpku jabatan rangksp
a. Rirgktur Utama atau Direkitur pada Badan Usaha Milik Negara,

Caerah dan Swasla atau jabatan @in yang berhutungan
dengan kepenguruzan Perusahazn ;
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b, jabatan struktural dan fungsional lsinnya dalam instansi
lembaga Pemearintah Pusat atau Daerah ;

C. jabatan lannya sesuai dengan kotentuan dalam peraturan
perandang-vndangan yang berlaku.

Fa=sal 18

(1) Anggota Cirgksi diangkat dan diberhertikan cleh RuLpati.

i2) Anggola Direksi diangkat sntuk masa jahatan 4 [empat) lahun
dan dapat diangkat kembali hamva untuk 23t ka3l masa
jabatar berikutnya

FPasal 18

(1) Anggota Dirsksi dapat diberhentisan sebelum habizs masa
jabatannya olsh Bupati apabila berdasarksn  kenyataan
anggota Dirsksi

d.

3

a

tidak malaksanakan tugasnya dengan baik |

tidak melaksanakan kelentuan peraturan  serundang-
undangan dan atau ketentuan Peraturan Dagrat ini

teflibat calam tindakan yang merugikan Porusakaan ;

. dipidana  penjora karcna  dipersaahkan melakokan

perbuatan picana kejahatan dan atau kesalahar vang
Bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaar.

/
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{2} Keputuzan  pemberhertian karera  alazan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hunif a, hurof b dan huraf = digrmsil
setelah yang bersargkutan dibari kesempatan membela dir

i3] Pembelaan  diri szhagaimana dimaksud dalam ayat (2]
dilakukan sevara terulis dan disampaikan kepada Bupati
dalam jangka waktu 1 (satu) bular terhitung sejak anggola
Direksi yang bersangkutan diberiahu secars terulis oleh
Bupati tentang rencana pemberhentian terzabut,

{4 Selama rencana pomberhentian  sebagaimana  dimaksyd
dalam ayat {3) masih dalan proses, maka anggota Dreksi
yang bersang<utan dapat melanjutkan tugasnya.

(9} Jika dalam jangka waktu 2 {dus) bulan terhitung sajak tanggal
Penyampaian pembelzan dir sebagaimana dimaksud dalan-
ayat {3}, Bupati fidak memberikan keputusan pamberhentian
anggota  Direksi tersebut, rnaka rencana pemiberhentian
tersenut menjadi hatal

(3 Pamberhantian karena alasan sebanaimana dimaksud dalam
ayat (1) huuf d. merupakan pemberhentian tidak dengan
hammat.

(7l Kedudukan  sebagai  anggota  Diress’  berakhir denoan
dikeluarkannya keputusan pemberhaqtian aleh Bupati.

Pa=sal 20

01} Direksi diber tugas dan MEMELNYal wWewsnang Ltk ;
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memimgn, mengurus dan nengelola Perusahaan sesusl
dengan fujuan Pavsahaan dengan senantiasa beruszaha
meningkatkan daya guna dan hasil yuna Peiusahaan

Tenguasai,  memelihara dan meongurls kekayaan
Parusahaan ;

rmewakili Perusahaan di dalsrn dan di ear Pengadilan

menetapkan  <ebijakan Perusabiaan dalam  mengurus
Perusahaan berdasarkan pecoman kegiatan operaszional
vang felah ditetapkan oleh Bupati ;

manyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana
Ketja dan Arggaran Perusahaan ;

mengadakan dan memsalihara pemibukuan dan adminizirasi
Feruzahaan sesual cengan kelaziman yang berlaku bagi
suatu Perusahaan ;

menyiapkan strukiur organisasi dan tatakorja Perusahaan
lengkap dengan petincian tugasnya ;

. melakukan  kerasama  ussha,  mombentuk anak

Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam
bradan uzaha lain dengan perselujuan Bupati ;

mengangkat dasn membearhantikan pegaws Meusahaan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaky ;

menelapkan  gaji. pensiun ¢ jaminan  hari tua  dan
penghasitan lain bagi para pegawal Perusahaon =era



mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan
Fateniuan peraluran perandang-undangan yann berlaku ;

k. menyispkan Laporan Tahunan dan lapotan berkala |

{2} Untuk menyelengoarakan tugas dan wewe1ang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Direksi berewenany menctapkan
kebijakan kekqis dan nen eknis sesua dengan kebijakan
FPerusahaan sevagdimana dimaksud datam awat (1) hun® o

Pasal 21
(1) Dalam menjalankan  tuges - tugas Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 20

a. Direstur Utama dapat hertindak atas nama  Direksi
berdasarkan persetujuan para angg ata Direksi lainnya |

b. Para Direklur berhak dan berwonang berindak atas wama
Direksi, masing-masing untuk bidany yang meyadi lugas
dan wewenangnya. ’

12y Apabila zsalsh satu atau beberspa anogola Direksi
berhalangan tetas menjalarkan pekejaannys atau apabla
jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau
belum  memangku  jabatannya, maka  jabalan  lkersebot
dipangku oleh anggota Oireksi lainmya yang ditunjuk oleh
Bupati.

(31 Dalam jangka wakiu paling lambat 2 jdua) bulan terhitung
ggjak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), Bupati menunjuk anggota Dircksi yarg baru untuk

/,{
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mermangke jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud
dalam gya: (1).

(4) Apakila - semua anggotas Direksi beithalangan  tetap
menjalankan peksraannya at@u jabatan Dire<s  teruang
seluruhnya dar oelum disngkat, mska scmontara wakte
pengur 2zan Perasahaan dijalan<an oleh Dewan Perngawas.

(20 Dalam menjalankan tugas dan kewsrangan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (73 huruf ¢, Direksi dapat
melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuaszaan lersaebut
kepada
A. senrang atav ceberapa oang Anggota Direksi ;) atau

b. =eorang atau beherapa orarg pegawai Scrusahaan baik
sandin maupun bersama-sama  atau

c. arang atau badan lain ¢
yang khusus ditunjul untuk hal ierssbut.
Pasal 22
Dalam melaksanasan wgasnya, Direkst wajib mencurahkan
perhatian dan pengabdiannya  secara paruh pada tugas,
kewajiban dan pencapaian tujusn Perusahaan.

Pasal 23

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat {5}
huruf a tidak kerwenang mewakili Perusahaan apab la



1%
a. teradinya parkara di depan pengadilan antara Parszahaan

dengan anggota Direksi vang barsangkutan

. anggota Direksi yang bersangkulan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kependngan Perusahaan.

Pa=zal 24

Bosar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perendang-undangan yang oerlako.

Pasal 25

(1) Rapat Direksi ciselenggarakan sskurang-kurangnya 1 [satu)
hulan sekal.

# Dalam  rapat  sebagaimana  dima<sud  dalam ayat [T)
dibicarakan hal-hal yang berhubungsn dengar Perusahaan
sesuai dengan tugas, kewe iangan dan kewajibannya.

(31 Keputusan rapat Cireksi diambil atas dasar musyawasah untuk
milfakat.

(4) Dalam hal lidak tercapai kata mufakat, maka keputasan
diambil berdasarkan suara terbaryah.

5} Untuk setiap rasat cibuatkan risalah rapat.
FPaszal 28

(1 Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat {1] hurut e, sekurang-kurangnya mamuat ;



avaluasi  pelsksanaan  Rencana jargka  Fanjarg
sEbelumnya

posisi Perusahaan pada saal Perusahaan MEnyLsun
Fencana Jangka Panjang ;

- asumsi-asumsi vang dipakai dalam panyusunan Rencana

Jangka Panjang ;

- penstapan sasaran, strategi. kebiakan gan prograny kerja

Rencana Jangka Pamjeng beserta keterkaitan  aniura
UNSU-LnaLr tersebut.

(2] Rencana Jangka Fanjang yang talah ditandatengani bersama
dergan Dewan Pengawas d'sampaikan kepada Rupat untuk
disabikan,

Fasal 27

(T Rencana Ketja dan Anggaran  Perusahaan sahagaimang
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hurf e sekurang-
kurangnya mermuat -

=

b.

Rencara Kerja Peruzahaan
Anggarai Perusahaan

Froveksi keuangat pokok Perusahasan

. hal-hal lain yang mermerlukan pengesahan dari Bupati,
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i2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1) diajukan kepada Bupati, paling
larmkzat G0 (eram puluhy e sebelum tahun anggaran dirrulal
Lntuk mernperolah pengesahan.

(3) Rencana Herja dan Anggzran  Perusahaan sabagaimans
diniaksud dalam ayat (1) disahkan clsh Buyoati selarnbat-

lambatnya 20 {tiga puluh) hari selelsh tahun Aaggaran
besdjalan. :

i4) Dalam hal Rencana Karja dan Anggarat Peruzahaan belum
dizahkar oleh Bupati sebagaimana dimaksud calam ayat (2],
maka Rzncana Kerja dan Anggsran Perusahaan tersehul
diarggap sah untuk dilaksanakan sepanjang talah memenuhi

katentuan tatacarg pemyusunan Rencana Keria dan Anggaran
Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
Fagal 28

(1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.

(2] dumlay  angguta Devean Fengawas  dizesuakan dengan
kehutuhan Perusataar paling sedikit 3 {figa) urang dan oaling
sanyas S{fine) o-ang, seorang diantaranya diangkat sebagai
ketus Dawan Pangawaz.

{3} Dewan Pengawas dengan itkad baik dan periuh tanggung
jewab menjalankan ugeas untuk kepentingan dan tjuan
Perusahaan,



Pasal 29

Yang dapat dianpkat sebagai Dewan Hengawas adalah arang -
perorangan ¥oig -

. memilki dedikasi, memraharni masalah-riosalah manajzmsn
Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yarg cukup untuk
melaksanes<an lugasnya ;

b. mampu melaksana<an pethuatan hokum dan tidak pernah
dinyatakan paillit atau menjadi angoota Direksi Komisatis atau
Cewan Pengawas yanpy dinyatakan Lersalah menyebatkan
suatl Perseroan atau Perusahaan Daz-ah dinyatakan pailt ;

<. Warga Megara Indonesia ;

d Memenuhi pessyaratan lainnya sebagaimana dimaksud Masal
13 aval (2.

Pasal 30

(1) Anggota  Drewan  Pengawas  tidak  dibenarkan  memiliki

kepentingan yang bertentangan dengan atau rmenggangou
kepentingan Pamsahaan.

(2} A-tara sesama Anggoa Dewan Pengawss dan antars
Aqggeta Dewan Pengawas dengar Anggota Direks bdak ads
hubangan keluargs sampai dora at katiga, baik menurut garis
[Uris raupan garis kesampiig ternasuk anenanly dan ipar.
dika  sesiudah pengangkatan  macseka  termasuk dalam
hubungan  kKeluarpa  yang  terlarang By, maka  untuk
melanjuikan jabatannya ciperlukan izin tzrulis dari Bupali.



Pasal 31
Dewan Pengawas terdin dari unsurunsyr Pejabat Pemorintah
Kabupatcr dan Metamsi lain vang kogiatonnya  bestiubungar
dengan Perusahaan. asau Fejabat fain yang diusalkar;,

FPasal 32

(1) Anggota Dewan “engawas diangkat dan diberhantikan aleh
Bupati.

(2} Angeiots Dewan Pengavwas diangkat untuk mazq jakatan sama
dengan anggota Direksi dan tapat diargkat kembal hanya
untuk satu kalf masa jabatan barikutrya.

(3) Pengangkatan anggota Dewar Fengawas tidak barsamaan
wakiunye dengan pengangkatar anggota Direksi,

Pasal 23

(1) Anggata Dewan Mengawas dapat dibern=ntikan schefum hahis
masa jabatannya nleh Bupat, apahita berdasarkan keryataan
Bewan Pengawas

4. tdak imelaksanakan tugasnya dengan baik ;

b tidak melahsanakan kelentuan aerundang undangan dan
atau ketentuaa Peraturar Daerah ini :

e leribat dalam tindakan vang merugikan Perueahaan : dan



“

d. dipidana penjara  karena  digersalahkan  mielakokan
perouatan pidana kejahatan dan stau kesalahan YAEMNE
betaitan dengan tugasnya melsksanskan pengawdsar
daam perusahaan,

(21 Keputusan pembe-hentian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(11 hurut &, g™ b odan bwrul c diarhil selelah ¥ang
bersangku.an diberi kesempatan membela diri.

{3y Pambelsan  difl sebagaimana  dimakzud  dalam ayat {2}
dilakukan zorara bertulis dar dsampaikal kepada Bupati
dalam jangka wakly 1 (sabs} bulan terhitung sejak anggata
Nawan Pengawas vyang barsangkusn  dibetitaby secara
tertulis o eh Bupati ontang rencana pemberhantian tersebut,

{4 Selama  rencana pemberhertian sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (3] masit dalam proses. maka anggota Dewan
Fengawas yang bersangkulan dapat menjalankan tugasmya.

(51 Jka dalam jangka waktu 2 (duad bulan terhiturg sejak tanggal
penyameaan pembelaan diri ebagainrans dimaksud dalam
gyat (3) Bupasi tfidak mamberkan kepulusan pomberhezntian
anggota Dewsan Pongawss  tersehut. maka  reocans
semberhantiar tersebut menjadi batal.

if] Pembarhentian karera alasan sshagaimana gmaksug dalam
ayat {10 hueuf d. merupakan pembetentan tidak dengan
harrmat.

7y Kedudukan sebagai Dewan Fangawas berakhTt dangan
dikeluarka mya Keputusan pembarhentian oleh Bupati.



Pazal 34
(1) Dewan Pengawas hertugas untuk

4. mclaksanakan pengawasan  torhadap pengurusan
Perusahaan yamg cilakuka ulet Lireksi

b, momberi nasshal <spoca Dircksi dalam melsksanakan
keqiatan pengurusan Perusahaar.

(2) Pengawasan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
tormasul pengawasar terkadap pelaksaraan

Roncang Ketja dan Anggaran Peryzalaan ;

ketontuan — kelentuat dalam Peraturar Casrsh ini ;
kebijakan dan padoman yany ditetankan oleh Bupadi ;
ketedtaan peraturan perundang- undangsn yang berlak.

o oA

Pasal 35

1} Devvan Pangswas dalam melaksanakan tugasnmya
berkewajiban

a merherikan pendapal dan saran kepada Bupati mengenzi
Rercana kerjg dan Angaaran Porugahaan yvang diusulkan
Ditesksi ;

b. mengikut perkemoangan  kegiatan  Perusshaan, seda
mamberikan pendapat de saren kepada Dupati menge 1ai
selap masalah yang disnggap penting bagi pencuruzan
Perusahaan ;



€. Melaporkan cengan seqcrs kepooa Bupat apabila lejadi
Jejala rrenuunnya, inerja rerusahaan

d. Wombedkan nazehat kepada Diroksi dalsm ime'sksanakan
pargivusan Ferusahaan.

(@) Dewan  Pongawas melapotkan  pelakzaraan tugasnyg
sabagaimana dimaksud dalam Fyat (1) kepada Bupati secara
berkala dan zawakts - wakty apabia dipeilukan

[3) Bentuk, =i dan lata carg pETyarpaian laporan ditetapkan olah
Bupati :

Pasal 36

Dalam melaksanakan lugas dan kowajibarnya, Dewan Pengaveas
MEMEIa wevenang sebagai bertoul -

&. melihal beku — buky, =urat — suraf serts dosumen — dekuman
ainhya, memerksa kas ok kepeduan verifikasi dan
memerkea kakavaar Merusakaan ;

. memasuki prkarargan, geduny dan karor ¥ang diparganaksn
oleh Petuszhaan ;

S meminta penjalasan dai Oreksi dan atay PeEjaaat lainnya
MENGENa segaa pe=wcalan vang Meyanght pergelclaan
Farusahaan |

d. remirts Direksl  dan atau peimbat  lainnya  dengan
sepengctahuan Dieksl unlus me kahadii  Hapat Dewan
Penpawas Perusahaan ;



e mabghadivi rapat Direksi dan mermtarkan pandangan —
pandangan lerhadap hal — hal yang dibicarakan ;

f. berdesarkan  keterluan Pe-atiran Dasrah i, mrembogkan
Porsetujuan kapada Direks dafam melakukan perbigtan
Rukun terentu

9. berdaszarkan ketentuan Peraturan Laerah in atay Kepulussn
Rapal  Perrbabazan Bercama,  melakukan  tindakan
Rengunisan Perusahaan dslam hal Dircksi dok ada ; dan

f. mambethentikan sementars diveksi, dengan rienyebitkon
alasannya.

Pasal 37
Untwk  membanty  kelarcaran pelaksanaan  tugos  Dewan
Fengawas, Rupati dapat mengangkat seorang Sekretans Dewan
Fengawas atas boban PETUISAN DR,

Pasal 38
Jka diangoap perly Doyar Pargawas dalam melaksanakan
tugasnya dapat mempsralsh ban-uan teiiaga abii yang diikat
dengan kontrak untuk terfenty Alde babun parusghaan,

Pasal 38
Serua biaya ¥ang diporiukan dafam rangka prlaksznaan tugas

Dewan Pengawss dibekankan kepada Perusahaan dan secara
[2las dimuat dalam Fencana Kerja dan Anggaran Pemysahaan,



Pasal 40

i1y Rapat Dewan  Pengawas diselenggarakan  sekurang  —
kurangrya 3 {tiga) bulan sckali.

(2] Dalarn  rapat =ebagaimizng dimaksud delam ava (1),
dibicarakar hak-hal yang herubungan dengan Perusahazn
sesuai dongan tugas, <owerangan dan kewafhan Dewar
Pepgawas.

{31 Kepuusan rapat Dewan  Fengawas diambil aras  dasar
Imrdsyewarah urtuk mofakat:

id) Dalarm hal tidak tercapal kaia mutakat, ma<a kepulusan
diaribi berdasarkar suara terbzayalk,

(5] Untuk setiap rapat dibuat yealah rapat.
Bagian Kesembilan
Satuan Pengawasan [niorm
Pasal H

{13 Pada Perusahazn dapat dibentuk Satuan Pengavwasan Irtem.

{2) Batuat Pangawassan Intzrmn meiaksatakan  Pongawasan
Intern keuargan dan Oparasional Perusahaan.

31 Satuan pengawasan [nfarn sebagamans diraksid dalan
ayat {1} disimpin aleh scorang kepala  yang Rertangguag
javral: Kepado Direklur Utara.



Pazal 42
Satuan Pengawasan [rtern bertugas

8. Inembantu Divekiur Utama dalam melahsanakan pemcritsaan
intern keuasinan dan operasiotal patsabasn sens menilaj
prngerdalfan, PENJUrUSan  dan pelakzanaannyas  pada
PErUsalaan sats memberikan saral- saran perbakannya:

B matnboriken keterangan entang hasi, Rematibsaan atay hasil
Pelaksaraan tugas sab,an RENd3wasan intern sebagaimana
dimaksud dalam huruf a kepada Diraksi,

Pasal 43

Direkss wajib fmemperhatikan dan segera Mengarmbi’ langkah -
langksh vang dipedukan atas sedala sesuaty vang dikzmukakan
dalarn satisp ‘aporan hasil PEriErksaan yang dibaat oleh Satan
Fengawasan Intern,

Pasal 44

Atas pemintaan terylis Dewan Pargawas, Dircksai metbarikan
keterangan hasil pemeorkenan atau hasi pelaksanaar tlugas
Batuan Pengawasan lntern zebagamana dimaksud dalam Pasal
A2 hurat b,

Fagal 45

Dalam petaksanaan tugasiva, Satyan Pefgawasan Intorn wajib
menjaga kelancaran pelaksanaan tugas zatuan arganisasi lain-yg
d2i3r Perusahaszn seeyaf dengan tugas dan taruguny fawatims
Masing -- masing.



in

Bagian Kesepulyh
Sistom Akuntansi dap Felaporan
Pasal 46

Tahun Suku Perusaraan adatah dshun takueir. kecuali ika
ditetaphkan lain aleh Buaats,

Panal 4T

Perhifungan Tahunan dibuat sesum dengan Standar Akurtarsi
Kewangan yang berlaky,

Fasal 48

Ualam waktu 5 (fima) bulan selelan Tahan Buku Perugahaan
ditutup,  Direks waih - menyarcpaikan  Laporan  lahuanar
selAfamana dimaksud dalsm Pass; 20 ayat (1) hurul k kepada
Bupati vang memuat sekurang-kurangnya

a. perhitungan tahuhnan yvang terdic dari FIBFRGE akHE Tahun
Bk yarg baru lampaz day pedtilungan 'aba rugi dak Tahun
Buku yang bersangkutan serts penjclazan atas doiumen
tevsenit

b laporad rmengenal keadaan dan perubahan selama Tahan
Bulu ; .

c. keniazan wama Perysahaan can perabahan sslarmma Talwun
Pk ;

d. oncian masalan yang ftimtul Selama Tahun Gukg ety
mempergadihi kagistar Peruzalaan



. nama Anggota Direksi dan Dewian Pengawss ; dar

£ gaji dan tunjargan lain bogn Anggota Direes) dan Dewzn
[Fonganwas.

Pasal 43

{1} Laporan Tanunan ditendatannani oieh sermyg anggafa Dirgksi
dan Dewan Pengawas sarty dizampaikan kepada Stpali.

{2y Dalam hal ada anggota Diicksi Atau, Davean Pengawas tidak
menardatangan | aporan Tahonap sehagaimany dirmaksud
dzfam ayat (1), haris disebiban dlasannya secara tertulis.

Pasal 50

[7) parhitungan tahunan dieampakar olek Dirsks kepaga Badan
Peraawasan Dazah untuk diperizzs,

(2} Pamerikeaar ssbagaimana dintaksud datam awat (1) dapat
dilakukan vlsh Akumtan 14uslik yeng ditunjuk olely Badan
Fengawasan  Dagrah demgan  kelohlvan  bafwa  hasi
pemetiksaannya disetufui olsh Gagan Pegswasan Daerah.

[3) Laporan hasil pemeriksagr mengerabkan dasa masyacakat,
pemeriksaan pemitungan Tahuenan dilskekan oleh Akuntan
FPublik

{41 Laparan hasil pomeriksaan Badan Vengawasan Daarah otan
Mkuntan Pubik sebagairans dimaksug dalam ayat (1), ayat



a7
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(7 dan ayat {3 disampaikan secara terlulis oloh Direkzi
kepada Bupati unfuk @ sahkan .

{5) Dalam hal ketertuan sebagaimana dimaksuc dalam ayat (10,
ayat (2% dan ayat {3) tidak d peruhi, peigesahan perhizungan
labunar lidak dapat clakukan.

i8Y Porhitungan Tahunan ssbagawrans dimaksud dalam syal (4]
diurau-nkan dalam serat kaba harian.

Fasal 51

(11 Pangesahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 90 syat ()
merbokaskan Direksi dai tanggung jawab wrhadap segala
sesuatunya yang terrruat dalam perhitungan tahunan worsebut.

(21 Galarn hal dekumaa perhitungan tahunan yang disjukan dan
atau  meryesatkar. maka snggota Dircksl dan Dewan
Pengawas secara canggunyg  recteng bertanggung jawab
terkadag pihak yang dirugikar..

(33 Angpgata Direks: dan Dewan  pergawss  dibebaskar  dar
tanarung  jaweb  sebagaimana  dimaksud dalam o ayat (2
apabila terbukti babwea koodaan tersebul bukar  karena
ko= ahannya.

Pasal 52
{1} Laparan borkala baik laporan triwulanan, laporan somester

maipun  laporan lainnya  fettang kinerja parusahoan
o zampsikan kEpada DEwan pergawas.



ad
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"2) Tembusan laporar borkals sehagaimana dimesksud  daiam
gyal (1) disampsikan kepada Bupati.

Fasal 33

Laparan Tahunan, Perhitungsn Tahunan, Tapoeran berkala dan
lapcran lairnya sebagaimara cimaksud  da'am  hagiay ini
disampaikan dengan senluk, isi dan tata cars penyusunsn sesual
dengan keteatuan Paraluran Peiindang — undaigar  yang
bedaku.

Bagian Kezebelas
Fegawai Perusahaan
Pasal St

Pengadaan,  Pengangkatan,  Pensmpatan,  Pemberhentian,
kedudukan. Kepangkatan, Jabatan, Gaji / Upah, Kesejahteraan
dan Fenghargaan kepada Pegawai Perusaiaan diswr dan
ditetopkan aleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Ferundang-undangan yany berlaku di hidang Ketaragakerjaan.

Bagian kedua Belas
Penggurnaan Laba
Pasal 55

{1} Setap lahun Buku, Perusasaan waib menvisibkan jumlah
tertentu dar' laba bersib untuk cadangan tuivan, pemyasulan
LN peEngurangan [ainnya yang wajar.



4

{2y 45 % dempat puluh lima persen) dafd sisa penyisitan lana
beersih sebagaintana dimaasud dalam ayat (1), dipakai untue

2. cadangan  umom yang  cilskukan  sampal cadangan
mencapai sekwang — kuratgnya 2 (dua)l kali ipat dari
fedal yang chempatkan |

b. Sovsial dan Pendidian ;

0. JAza Frodoksi

d. sumbargan canas Mansiun ; dan

2. sokongan dan sumbangan ganti rugl

(3] penelapan persentase pembagian laba Bersih Parugzahaan
zehagaimans dimaksud defam ayat (2) diletaskan lebil lanjul
alch Bupad. :

Pasal 58

(1) Selu-uh laba kersik serelah dkurangi penyisihan schagaimana
dirmaksud dalam Pasal 55 ayat {1} disetorkaq sebagai Dana
Fendapazan Dagqah Kabupaten.

{2} Pendapatan Daerah Kakupaton sebagsimana dimaksue pada
ayal (1] yang menjadi hak Dagiah wajib disetokan ke
Bendahara Umune Daerah segera setelah Laporan Tanunan
digahkan sesuai dengan ketertuan sehagaimana digtur dalam
Paraturan Daeraly ini,

/



BAB IV
Kotentuan Laln - lain
Pasal BT

Tatasara penjuaan, pemindzhlanganan atal pembebansn atas
aktiva tetap Perusahazan serta pensnmaar pinjaman jangka
menengah ! panjang can pembcrian pinjaman dalam benuk dan
cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapaskan dari
pembuklan pulang dan persediasn bararg oleh Perusabzan
ditetapkan nleh Bupati.

Fasal 58
Fengadaan barary dan jaza Pensahaan yang monggunakan
dana langsang dani Anggaran Pondapatan dan Belanja Dasrah
dilaksanakar sesual dengan ketentuan pelaksanaan Anggman
Fendapatan dar Batanja Daerah.

Paszai 59

{1y Salain organ Pemsahaan, gihak 'ain manapen dilarang fueu
MENCAMpUN pengurusan Perusahaan

(2) Ogan Persahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat §13
adalah Direksi dan Dewan Pengawas,

£33 Instansi Parzrintah tidak dibenarkan membeban Perusahaan
uengan segaia barlak pengeluaran,

(4) Perusahaan  fidak  diberarkas  mermbiayai  kepaduan
pengeluarar nstansi Pemerintah,
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Pasal 60

(1) Direksi hanya dapat mergajukan permohoran ke Mengadilan
Megeri agar Perusahaan  dinyataken  oailt  berdasarkan
parsetujua Bupati.

(2) Dalan hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaizn
Diirekst dan kekayaan Perusanaar tidak cakup unluk inerutup
kerugian ak‘bat kapailitan tersebut, maka sslap anggota
Cireksi szcara tancoung renteng bertanggung jawab atas
kangian terzebut .

{3y Anggota Direksi yang dapat merhuklikan bahwa kepalitan
bukan karena kesalzhan atau k=lalaiannya, ticak bertanggung
jawab sacara tanggung renleng atas kerugian tersabut

Pazal &1

£1) Anganta Direksi dan semua pegawai Perusshaan yang karena
tindakor - tindakan melawan hukum menimailkan kerugian
bag Pevusahaan, diwajibkan mengganti Kerugian lersebut,

{23 Ketentuan ganti rugi sebagaimara dimaksud dalam ayat (1)
terhzdap anggota Uireksi diatur nleh Pupab, sedangkan
terhadap pegawsi Percsahaan diatur oleh Direks! sesuai
dengan katenlan peraturan Peruidarg -~ wndasgan yang
betaku.

Paszal 62

Serua surat dan suat berharga yang termasuk kelompok
pembukuan dan Administrasi Perosalaan disimpan & emoat



Perusahaan atan wnpat laibnya  sesya’ tengan  setenluan
Peraluran Pery ndang - undargar vang barlaky.

Pasal 63

(1 Pamboabaran  Penisabman  dan penuriukan  fikufdalurmya
ditetapkan dengan Paratusan Dacrgh.

{Z) Bamua kekayaan Feausahanan sewetah diadakan fikuidasi,
rieniadi mifik Kabuepatan,

(31 Likidatur mempetangoungjawabkan lkuidasi kepada Bupat.

4] Bupati member  pambsbasan tanggung  jawab terhadap
pelaksanaar pekanaan yang telan diselesaikan kuidatyr,

Fazal 84

Firpinan  satuan erganisasi da'am  Perusahaan ke rtangrguing
fawab  nadakukan Pemgawasan  melekst  datam lingkungan
TUgESNYa Masng - mesing.

BAE 1
KETENTUAM FENUTUP
Pagal 68

i Hal-hal yang selnm  diatur dalam Peraturan Daersh iri,
BEpAjENg menganai tekhnis pelaksanaannya ditetapkan lekih
lanjut oleh Bupati.



KH:

i2) Peraturan Oagrabh i muai baraky pada

Tangga!
diundangkan,

Agar sefiap orang dapat mengetahuinga, mMema-dntahkan
Fengundangan Poraturan Jasrab ing dongsn penempatan iy
dalam Lamnbaran Daerat Kobuoaten Crgan Kornering Ulwe.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Hﬁif Eﬁﬂ::
fUPATI DGAN KOMERING ULU,
; S
SYAHL[AL OESMAN.
Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, e : "
C 5 MEY B0)
SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN
OGANAOMERING ULL,

_/gmmsunnm.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULL
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERJ £
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